
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/17 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DOGTYAI
YANG DITETAPKAN MEI/.LUI MEKANISME PENGANGKATAN

PERIODE 2025-2030

Lampiran 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1) poin b, ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentalg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun
2024 Pasal38 ayat (7) tentang Pengisian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui
Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia
Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia
Seleksi Kabupaten Da-lam Rangka Pengisian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme
Pengangkatan;

c. bahwa Keputusan Bupati Dogiyai Nomor l4O Tahtn 2024
tentang Penetapan Pengesahan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Dogiyai melalui mekanisme pengangkatan
Periode 2O25-2O3O yang Dinyatakan Lulus hasil Seleksi
diusulkan oleh Bupati Dogiyai kepada Gubernur Papua
Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon
terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dogiyai
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan
keanggotaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Papua Tengah Tentang Peresmian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dogiyai Yang
Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2025-
2030;
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1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Frovinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 5 1 ), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahal Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

4. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2O14 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1182, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tamba}:,an l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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6. Undarrg-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor a2) ffambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 1 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2l Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan
Rencana Induk Percepatan Pembangunal dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
673r1;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimala
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Ta}run 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);

15. Peraturarr Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Ta}rur: 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita
Daeralr Provinsi Papua Tengah Ta-hun 2022 Nomor 2l;

16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tah:un 2024
tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilal Rakyat
Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan
Dan Pembentukan Palitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi
Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka
Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Melalui Mekanisme Pengangkatan (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 16);

1. Keputusan Bupati Dogiyai Nomor: 14O Tahun 2024 tentang
Penetapan Pengesahan Anggota DPRK Kabupaten Dogiyai
Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029
tanggal 30 Desember 2024.

2. Keputusan Pansel DPRK Kabupaten Dogiyai Nomor: 02
Tahun 2024 teritang Penetapan Pengesahan Anggota DPRK
Kabupaten Dogiyai Melalui Mekanisme Pengangkatan
Periode 2024-2029 tanggal 2l Desember 2024.

3. Berita Acara Nomor: 12/Pansel - DPRK/DGY /2024 tentang
Penetapan dan Pengesahan Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Daerah Pengangkatan
Kamuu dan Daerah Pengangkatan Mapia Kabupaten Dogiyai
Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029 tanggal 20
Desember 2024.

4. Pengumuman Nomor: 1l/Pansel-DPRK /DGY 12024 tanggal
20 Desembet 2024.

MEMUTUSKAN:

Meresmikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Dogiyai Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan
Periode 2O25-2O3O yang Nama dan Daerah Pengangkatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Pengucapan Sumpah/Janji sebag:imana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire
dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dogiyai.
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KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tangga-l ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Januari 2025

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengal aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NrP. 197606042002t2 | OO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SBTDA Provinsi Papua

Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Ketua Pansel DPRK Kabupaten Nabire di Nabire;
l2.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : r00.3.3.1/17 TAHUN 2025
TANGGAL: 30 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KAE}UPATEN
DOGryAI PEzuODE 2O25-2O3O

YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANI{YA

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/T',rD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
o HUKUM,

YULruS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 I OO2

I

NO NAMA ANGGOTA DPRK JENIS KELAMIN DAERAH
PENGANGKATAN

1 2 3 4

1 ANDRIANA DOGOMO PEREMPUAN KAMU

2 AGUSTINUS PIGAI KAMU

3 YOHANNIS AGAPA LAKI-LAKI KAMU

4 BERNADETHA TEKEGE PEREMPUAN MAPIA

5 RUDOLF ANOUW LAKI-LAKI MAPIA

6 AMANDUS IYAI LAKI.LAKI

LAKI-LAKI

MAPIA


